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PUTUSAN
Nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXKXXKXXKXXXXXXXKXXKXXKXXXXXXXKXXXXXXXXX, tempat/tangal lahir Bogor/09
Desember 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di Kampung
Jabon Gang Delly, RT 003 RW 002, No. 15, Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  tempat/tangal lahir Tegal/0O1 Agustus 1991,
umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H. Sapri No. 67, RT 009
RW 003, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren,

Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20
Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam
register perkara Nomor 490/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 20 Januari 2022,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0081/081/1/2019, tertanggal 28 Januari
2019;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan H.
Sapri No. 67, RT 009 RW 003, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah
dikaruniai seorang anak yang bernama: Zaid Al Hasan, laki-laki, lahir di
Bogor, 26 November 2019;
Saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dirumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2019
mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
a. Tergugat setiap kali ada pertengkaran dengan Penggugat selalu
mengusir Penggugat dan selalu mengucapkan kata cerai;
b. Tergugat terlalu mengekang Penggugat untuk tidak melakukan
sesuatu hal yang Penggugat suka;
C. Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat, bahkan
pernah mendorong dan menginjak Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan April 2020, yang mengakibatkan Tergugat mengusri
Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah rumah;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir
bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap
Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
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satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Khasanudin bin
Sopandi (alm)) terhadap Penggugat (Putri Ardella Yosi Ichwan binti Asim
Ichwan);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;
SUBSIDAIR:
Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat
lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat
gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor
490/Pdt.G/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas
sehingga Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka
semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap

telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan
berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas
sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak
dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan
jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat
Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat
alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur libel) oleh karena
itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 460.000, ( empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. Akhmad Junaedi,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
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beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H. H. Akhmad Junaedi, S.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,-
- Panggilan ‘Rp 340.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi ‘Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 10.000.-
Jumlah 'Rp 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);
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